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DINAS PENDIDIKAN
Jl. I ambun Bu,,!rai No.70 E (05 1 3) 2l 1 75 l-a-\ ( 05 13) 25466 Kode Pos Tl5 l4

KI]AI,A KAPUAS

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENOIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : ?r8lSK /DlSDlK i 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK.KANAK BAKTI OHARMA

KECAMATAN BASARANG, KABUPATEN KAPUAS

lvlembaca

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPI'JAS,

'1. SLrrat Pengurtls Taman Kanak_Kanak BAKTIOHARMA Kecamatan Basarang Nor'or

tangga ri April 2014 tentang Permohonan ljin operasional Penyelenggaraan

Tamin Kanak-Kanak BAKTI DHARMA Kecamatan Basarang'

2. Surat Kepala Desa Basarang Jaya Kecamalan Basarang Nomor 65/PEN4- giJrf ryzbr I €,nggal 22 Agu;tus 20'11 tentang llrn Domlsrlr/Lrngkungan Tar'an

Kanak-Kanak Bakti Dharma di Desa Basarang Jaya'

3. Sural Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Basarang Nomor

4241i17 tlltuPTol21l4 tanggal l5April 20'14

4. Surat Rekomendasi Camat Basarang Nomor 424l32/PMD-lVi 2014 tanggal 16 Aprll

2014

a. bahwa Taman Kanak-Kanak BAKTI oHARMA Kecamatan Basarang Kabupaten- kipu". teLah rnernenuhlsyarat uniuk memperoleh Sural llin operasronall

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas perlu menetapkan- 
Sri"i- f"putu"rn Kepala Dinas Pendidlkan Kabupaten Kapuas tentang liin
Op"o"ion! Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak BAKTi DHARMA Kecamatan

Basarang KabuPaten KaPUas

1 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1b79 tentang Kesejahteraan Anak'

2. Undang-Undang Nomor 23 Tah,Jn 2OO2 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomo. 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendldlkan Nasol,]a]- 
ff-"rfJr.n Neg"ara Republik lndonesia Talun 2oo3 Nomor 78, T'mbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran'' 
iegara" nepuuiir lndonesja Tahun 2004 Nomor '125, Tambahan Lembaran Negara

iie[uoflf fnoon"si" Nomcr 4437), sebagaimana telah beberapa kaI d]ubeh terakhrr

aenoan Undanq-Undang Nomor l2 TahLa 2008 lentang oe'ubaha.r kFdua alas

unoing-unc"nd Nomor 32 Tahun 2Oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

f'lelara" nepuuiir, lndonesia Tahun 2OOB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran S€da Masyarakat dalam- penJiJii"n Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 69'

TEmbshan L6I'1bs'6l. NEgara RepubhK lndon€8i6 Nomo'3485)

6. Persturan Pefierintah Nomor 55 lahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturar-' pirrrii"t"t, Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negala

if upuf iii-inaon"tra Tahun '1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3763);



8.

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

if-"ro"irn Negara Republik lndonesia Tahun 2oo5 Nomor 42 Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4496);

Peraturan Penrerintah Nomor 29.Tahun 2OO5 tentang Badan Akreditasi Nasonal

Sekolah/Madrasah (BAN-SM);

9. Peraturaf Pemeaintah Nornor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan Penddika

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nornor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republlk lndonesia Nomor 4864);

10. PeratLrran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemer nrah Nomo' 66 Taf Jn 20'0

1'1. Peraturan l,renleri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

12- Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar

Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Keputusan Menteri Pendldikan Nasional Nonor 129a1U12004 tenteng Standar

Pelayanan [,4inimal Bidang Pendidikan;

14. Peraturan Dae.ah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang u'usan

Peme.if tah KabuPaten KaPUas,

'15. Peraturan Dae.ah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabuparen Kapgas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor B Tahun 2013 tentang Penyelenggar aarr

Pendldikan di Kabupaten KaPuas.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

Memberikan ljin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak BAKIi DHARMA

Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.

Penyelenggaraan Pendidikan .iebagaim rna dlmaksud Pada DIKTUM kesatu akan dicabut
jika dala;-pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undEngan
yang berlaku.

Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
' Pada tanggal

: Kuala Kapuas
: ze- Apnl 2414

KETIGA

Tembusan. di 3alnDaikan keDrda Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasiona Rep!blk ndonesad Jakada
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya'

3. BupaU Kapuas di Kuala Kapuas
4. Camat Basarang di Basarang
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Basarang dl Basarang.

6. Eadan Pengasuh TK Eakti Dha.rna d Basarang.
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